BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka  optimalisasi  pelaksanaan
penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah, serta
menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan
non perizinan perlu dilakukan pendelegasian kewenangan
penyelenggaraan perizinan;

b. bahwa Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Pesisir
Selatan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun-Bangko Dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27355);
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2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas darui
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indpnesia Nomor 3851), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indpnesia Nomor 4250);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6792);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG  PENDELEGASIAN
WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

3. Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan.

4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggung Jawab kepada Bupati dalam
rangka Penyelenggaraan Pemerintahan.

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7. Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebnih
rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat
beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang
proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

9. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah proses pemberian
legalitas atau rekomendasi kepada seseorang atau
usaha/kegiatan tertentu yang tidak termasuk dalam
perizinan OSS.

10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal
sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan.

12. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cidera atau
kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi
kemungkinan dan akibat bahaya.

13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

14. Sistim Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
atau Online Single Submission yang seslanjutnya
disingkat OSS adalah system Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh Lembaga, Bupati/Walikota,
Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui system
elektronik  yang terintegrasi.Non Perizinan adalah
pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya
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sesuatu kepada seserang atau sekelompk orang dalam
kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-udangan.

15. Klasifikasi  Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
selanjutnya disingkat KBLI adalah kode Kklasifikasi yang
digunakan untuk mengelompokkan aktivitas ekonomi di
Indonesia berdasarkan lapangan usaha.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga
kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non
Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Non Perizinan termasuk penandatangan baik secara
elektronik terintegrasi maupun manual; dan

c. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas dalam
penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti,
sederhana, terjangkau, profesional serta berintegrasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendorong
kemudahan berusaha yang di dukung dengan pemberian
pelayanan Perizinan Berusaha Risiko dan Non Perizinan
yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana,
terjangkau, profesional serta berintegrasi.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Non Perizinan didasarkan pada urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan
kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
b. Non Perizinan.

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang
dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
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(4) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non
Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat
Daerah terkait.

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada masyarakat;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan
Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang baik
yang pada saat dan pasca diterbitkan;

c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-
masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non
Perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan
secara berkala dan/atau secara insidentil kepada
Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah
yang terkait.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Bupati (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 'S Agustus 01y
BUPATI PESISIR SELATAN,

VAni
A
RUSMA YUL ANWAR
Diundangkan di Painan

pada tanggal 15 Acquehug 2024
SEKRETABIS DAERAH
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR  : 40 TAHUN 2024

TANGGAL : 1§ Pqustus 1014

TENTANG : PENDELEGASIAN ~ WEWENANG  PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PEKERJAAN UMUM
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
SEKTOR KESEHATAN

SEKTOR PERINDUSTRIAN

SEKTOR PERDAGANGAN

SEKTOR PERTANIAN

SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKTOR PENDIDIKAN

. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

10. SEKTOR KOPERASI DAN UMKM

11. SEKTOR PARIWISATA
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B. NON PERIZINAN
1. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS
SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN
SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN
SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELATIHAN KURSUS SWASTA
SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
SURAT IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
9. SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
10.SURAT IZIN OPERASIONAL YAYASAN SOSIAL
11. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
(PKKPR) NON BERUSAHA
12. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG / SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
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BUPATI P /SIR SELATAN,
/

RUSMA YUL AN\LAR
Diundangkan di Painan
pada tanggal
- “SEKRETARIS DAERAH
/" KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 40
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